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PENETAPAN
Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Bdg

[

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BADUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat
pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang
disidangkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di

Pengadilan Secara Elektronik antara:

PENGGUGAT, kewarganegaraan Indonesia, umur 32 tahun, agama Islam,
pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat
kediaman di --, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, menggunakan
domisili elektronik dengan alamat email EMAIL, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Mhd. A. Raja Nasution S.H. dan
Amalia Rani, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di
kantor Advokat Raja Nasution & Associates yang beralamat di JI.
Danau Poso No. 107, Sanur Bali, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Tanggal 17 September 2024, dan telah terdaftar pada
Kepaniteraan Nomor  100/SK/2024/PA.Bdg Tanggal 19
September 2024 dengan alamat email office@rajanasution.com,

sebagai Penggugatsebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, kewarganegaraan Indonesia, umur 37 tahun, agama Islam,
pekerjaan Karyawan Swasta (Avsec), pendidikan SLTA, tempat
kediaman di --, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Alfian Trenggana, S.H., M.H, C.P.L

advokat/penasehat hukum di kantor Hukum “Insani Law Firn’

yang beralamat di Jalan Nuansa Bukit XVIII no. 2 Jimbaran,
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Badung-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 29
Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor
93/SK/2024/PA.Bdg Tanggal 05 September 2024, dengan alamat
email alfianlaw@gmail.com, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Agustus 2024 telah
mengajukan gugatan Cerai Gugat yang terdaftar secara elektronik melalui
aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan register
perkara Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Bdg, tanggal 26 Agustus 2024, yang pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan
dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat,
Kota Denpasar, Provinsi Bali, pada hari Kamis, tanggal 13 September
2012 M, bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1433 H, sesuai Kutipan
Akta Nikah Nomor: --, tertanggal 13 September 2012;

2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan
kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga
yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhol oleh Allah SWT;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama --,
Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dari bulan September
2012 sampai dengan bulan Februari 2024, yang hingga saat ini
berlangsung selama sekira 12 (dua belas) tahun;

4. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis
sebagaimana layaknya suami istri hingga saat ini sudah dikaruniai 3 (tiga)
orang anak yang bernama :

- ANAK |, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 02 Juli 2013;

- ANAK I, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 17 Januari 2018;
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- ANAK I, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 18 September 2021; Saat
ini ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam
asuhan bersama Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sejak sekira tahun 2023, ketentraman rumah tangga
Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi dan sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang
disebabkan :

- Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat
dan keluarga sejak awal tahun 2024;

- Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam
membina rumah tangga;

- Tergugat kurang perhatian terhadap keluarga;

- Tergugat tidak pernah berterus terang tentang masalah ekonomi (gaji
Tergugat);

6. Bahwa puncak dari kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat
terjadi sejak sekira awal bulan Februari 2024 yang lalu, dimana antara
Penggugat dan Tergugat pisa ranjang tanpa melakukan hubungan suami
isteri (selama 6 bulan), dan sejak bulan Juni 2024, Penggugat dan
Tergugat secara bersamaan pergi dari rumah kediaman bersama dan
sejak saat itu juga antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah serta
pada saat Penggugat dan Tergugat bertemu pada bulan Juli 2024,
kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kemudian
Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian;

7. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana
diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga
yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan
dari suatu pernikahan, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik
diputus karena perceraian;

8. Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah menasehati Penggugat dan
Tergugat agar kembali rukun dalam rumah tangga namun tidak berhasil;
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9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat
untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan untuk itu
Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung kiranya
berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10.Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan
hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Badung cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan
mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat; Subsidair :Apabila
Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri dan bersama kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat
diwakili kuasanya datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Hakim Tunggal telah memeriksa Surat Kuasa Khusus
Penggugat dan Surat Kuasa Khusus Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa
pula Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang
bersangkutan;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim Tunggal telah memerintahkan Penggugat dan
Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, sesuai laporan Mediator
bernama Raja Doli Siregar, S.H., M.H., CPM. tanggal 12 September 2024,
ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian, hal tersebut juga
disampaikan oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat di persidangan;
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Bahwa pada hari persidangan tanggal 19 September 2024 Penggugat
melalui kuasanya mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, selanjutnya Hakim
menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;
Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 05/KMA/HK.05/1/2019 tentang izin Hakim
Tunggal maka Pengadilan Agama Badung telah mendapatkan izin untuk
melaksanakan persidangan dengan hanya dilakukan oleh Hakim Tunggal;
Persidangan Elektronik

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik melalui
aplikasi e-Court, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan secara elektronik
sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di
Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan
Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di
Pengadilan Secara Elektronik;
Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah
mengenai Cerai Gugat antara orang Islam yang termasuk dalam bidang
perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan
absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara
tersebut;
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Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat
disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah Cerai Gugat yang diajukan
oleh Penggugat yang tempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Badung,
maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi relatif
Pengadilan Agama Badung yang berwenang untuk menerima, memeriksa,
mengadili dan memutus perkara ini;

Kehadiran para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat
dan Kuasanya dan Tergugat diwakili Kuasanya telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada
Advokat (vide Pasal 147 RBg. jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun
2003), maka terlebih dahulu Hakim Tunggal akan mempertimbangkan
keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan
Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 17
September 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama
Badung dengan Nomor: 100/SK/2024/PA.Bdg tanggal 19 September 2024, telah
memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai
Gugat, di Pengadilan Agama Badung dengan memuat materi telaah yang
menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan kepada Penerima Kuasa,
telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat dan fotokopi berita
acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak
melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Hakim Tunggal berpendapat,
bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya
Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan
kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan
hukum atas nama Penggugat selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa surat kuasa tersebut telah menyebutkan secara

jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebut
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kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan
secara ringkas dan konkret pokok perkara sehingga semua unsur tersebut telah
terkumulasi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 Tahun
1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI homor 6 Tahun 1994,

Menimbang, bahwa disamping itu surat kuasa tersebut juga dibubuhi
meterai dan ditandatangani di atasnya dengan menyebutkan tanggal, bulan dan
tahun sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada
Advokat (vide Pasal 147 RBg. jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun
2003), maka terlebih dahulu Hakim Tunggal akan mempertimbangkan
keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Tergugat serta kedudukan
Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus Tergugat tanggal 29 Agustus
2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan
Nomor: 93/SK/2024/PA.Bdg tanggal 05 September 2024, telah memenuhi unsur
kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Gugat serta
mengajukan gugatan rekonpensi tentang hak asuh anak, di Pengadilan Agama
Badung dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi
kuasa yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah melampirkan fotokopi Kartu
Tanda Anggota Advokat dan fotokopi berita acara sumpah sehingga dapat
dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di
Peradilan, maka Hakim Tunggal berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus
dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula
dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum
yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Tergugat selaku
Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa surat kuasa tersebut telah menyebutkan secara
jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebut
kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan

secara ringkas dan konkret pokok perkara sehingga semua unsur tersebut telah
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terkumulasi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 Tahun
1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nhomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa disamping itu surat kuasa tersebut juga dibubuhi
meterai dan ditandatangani di atasnya dengan menyebutkan tanggal, bulan dan
tahun sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2020 tentang Bea Meterai;
Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal melakukan upaya damai dengan
menasehati Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali membina rumah
tangga sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 154 R.Bg. serta Pasal 131
Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamian tersebut tidak berhasil;
Mediasi

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan
mediator Raja Doli Siregar, S.H., M.H., CPM, berdasarkan laporan mediator
tanggal 12 September 2024, ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan
sebagian. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi
ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik;
Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 19 September 2024
Penggugat telah mengajukan pencabutan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena R.Bg tidak mengatur prihal pencabutan
perkara semacam ini, maka Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 271 Rv
sebagai doktrin hukum, bahwa pada prinsipnya Penggugat dapat mencabut
perkaranya, dan apabila pencabutan dimaksud dilakukan sebelum

disampaikannya jawaban atas perkara tersebut dari pihak lawan dalam hal ini
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Tergugat, maka tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak lawan
(Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas,
maka permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah untuk kedua
kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini
dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan

perkara ini;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor
150/Pdt.G/2024/PA.Bdg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut
dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Badung yang
disidangkan pada hari tanggal Jumat 20 September 2024 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 16 Rabi’'ul Awwal 1446 Hijriyah, oleh Dr. Toha Marup, S.Ag., M.A
sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam
sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem
Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu
oleh H. Abdul Hakim, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal
ttd

Dr. Toha Marup, S.Ag., M.A
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Panitera Pengganti
ttd

H. Abdul Hakim, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Proses Rp. 50.000,00
3. Panggilan Rp. 16.000,00
4. PNBP Rp. 40.000,00
5. Redaksi Rp. 10.000,00
6. Meterai Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 146.000,00

( seratus empat puluh enam ribu rupiah)
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